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Mengingat

PERATURAN DESA AIKMUAL
NOMOR 2021

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDES)

d.

DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIKMUAL

bahwa untuk menentukan arah kebijakan Kepala Desa dan untuk
transaparansi setiap tahun selama masa kepemimpinan maka dipandang
perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES)

Tahun anggaran 2020,

bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun
anggaran 2020 periu dituangkan dalam Peraturan Desa.

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa lentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2020,

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

{Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomof 5495).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1037);
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17.

Pedoman Tata Tertb dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musayawarah Desa (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor  Tahun 20193 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor .....);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana lata
RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah;

Peraturan DaerahNomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok TengahTahun

2011-2031;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor

21).

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan Berbasis kawasan (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

Peraturan Desa Aikmual Nomor ... Tahun 2016. tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Aikmual















LAPORAN KE TERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPDES)
DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB |
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas
pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa
(Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapal
dipertanggungjawabkan dari berbagal aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan
pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian lak terpisahkan
dari penyelengaraan pemerintahan desa.Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan

2. Mengevaluasi berbagal aspek hambatan, masalah faktor-faktor
berpengaruh keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan pemerintah
Desa.

A. Visi dan Misi

Visi Desa"Meningkat Ekonomi Masyarakat Desa Aikmual Kecamatan Praya yang Bersatu ,
Aman berlandaskan Iman dan Taqwa "

Misi Desa :

a. Menyediakan dan membangun Infrastruktur Strategis Desa yang dapat menunjang

Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat,
b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia yang berdaya Guna berdasarkan

Iman dan Tagqwa,

¢. Mengembangkan Olahraga, seni dan Budaya,

d. Meningkatkan pelestaraian Lingkungan hidup, sumber daya alam dan Kerukunan
kehidupan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan

perekonomian.
Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)

e.
f  Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap admininstrasi kependudukan.

£ o g A -

. . v o g o T, il e




B. Strategi dan Kebijakan

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serna
Masyarakat Desa Aikmual Kecamatan Praya pada umumnya telah menghasilkan rumusan
yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring
aspoirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh, Tani)sampai pada tingkatan paling
atas yaitu hasil identifikasi dan singkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah
(RPJMD) kabupaten Lombok Tengah serta penjabaran Visi Misi Desa .Dari hasil pengkajian
Desa tersebut didapatkan masalah utama atau issu strategis dalam pelaksanaan
pembngunan yang dilakukan Oleh Desa Aikmual Kecamatan Praya adalah:

a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti inprastruktur jalan,pendidikan
maupun ekonomi kesehatan dan komunikasi, pelabuhan nelayan dan masin
rendahnya pengetahuanya masyarakat tentang mengelola lahan kosang untuk
pengembangan pertanian.

b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelengaraan Pemerintah

Desa.

Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa

Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah

Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi

Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa

Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah

Kurangnya Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan desa

Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau

Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.

k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah

e "o anp
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BAB I
PROGRAM KERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD

Operasional Pemerintahan Desa 5

Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Operational LKMD L

Operasional Karang Taruna
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fhwnluhan Hahaya Penyakit Manular Covid 19
l__-’myumhan FHES bagi Ibu Rumah Tangga
Penyuluhan Kader Posyandu

Pengoptimalan peran pungsi kampung sehat .
astem Informasi Desa

Pelatihan Tupoksi BPD.

Pelatihan Tupoksi Perangkat Desa dan Kepala Desa
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BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun
anggaran 2020

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan
Peraturan Desa Aikmual Kecamatan Nomor 01 Tahun 2020. dengan rincian terlampir
pada format A 1

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa Rp. 2.047.091.101.90
2. Belanja desa Rp. 2.047.091.101.90
a. Bidang penyelenggraan Pemerintah Rp. 762.724.950.00
b. Bidang Pembangunan Rp. 907.241.242.00
¢. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 117.864.151.32
d. Bidangpemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 96.500.000.00

e. Bidang Tak terduga TG
Surplus/Defisit Rp. 8.437.223.00

Rp. 2.047.091.101.90
Rp. 2.047.091.101.90
Rp. 150.000.000.00

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Tahun anggaran 2020.

Peraturan Desa Aikmual Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020,dengan rincian terlampir pada format B.

¢ i Mﬂ-&d-
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KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB Vil

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Desa Aikmual Kecamatan Praya , dapat diurai dalam tabel dibawah ini -

DG
1

RIDANG
PELAKSANA
AN

PEMERINTA
HAN DESA

|

BIDANG
PELAKSANA
AN
PEMBANGUN
AN

KEBERHASILAN YANG
DICAPAI

1 Pengelolaan dan
penatausahaan
administrasi Desa

2 Peningkatan Reglisasi PBB

3 Penataan rencana
pembangunan Desa

1. Tersedianya sarana air
bersth bagi masyarakal

2 Tersediannya Pusal
Kesehatan Masyarakat

3. Tersedian Sarana dan
Prasana PAUD

4. Rabat Beton Jalan Desa

BIDANG
PEMBINAAN
KEMASYARA
KATAN

1_Penataan Pos keamanan

2. Terciptanya keindahan dan

kebersihan fingkungan

3. Meningkatnya pemahaman

agama

4. Terwujudnya santri dan
santriwati yang mahir dalam
baca Tulis Al-Quran

5. meningkalnya
kesejahteraan kader
posyandu

6. Meningkatnya Minat belajar

SiSWa
7 Terciptanya (SDM)

2. Miniminya kesadaran
Masyaraka pentingnya
admininistras:
kependudukan

1. Kurangnya
kesadaran masyarakat

dalam pemanfaalan
sarana air bersih

2. Kinerja pengelola
sarana air bersih belum
maksima .

3. Masih kuranngnya
sa a dan prasarana
jalan untuk mengangkut
hasul pertanian atau
produk masyarkat
findustry rumahan atau
ker ginan lainnya

1 Pemanfaalan Sarana
Pos keamanan yang
belum maksima

2. Kurangnya
kesadar an masyarakat
dalam kebersihan
lingkungan

3. Minimnya partisifasi
masayarakal dalam
mengikull pengagan
(Majelis Taklim)

4. Kurangnya tenaga
ahli (Hafidz) dalam
membina baca tulis

SOLUSY
UPAYA YANG

DITEMPUH

2 Pentingnya sosialisasi .

1 Menertibkan petugas aw
bersih secara makamal

2. Periu revitdisasi
pengurus srana ar bersih |

1. Penertiban pemaanfaat

Pos kemanan

2. Sosidlisas! kebershan

lingkungan dan
pemerintah Desa

3 Membutuhkanpendekat
an persuasi

4 Mendatangkan tenaga
ahii (Hahdz)
5.Mengadakan peiatihan
dan pembinaan kader
6.Membutuhkanketelitian
data siswa dari Wali kelas

o
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BIDANG
PEMBERDAY

AAN
MASYARAKA

T

A. Kesimpulan

Perangkat desa dalam
mangelolah keuangan Desa
berbasis Siskeudes

1. Terwujudnya keindahan
dan kebersihan kantor

2. Pengurugs Bumdes yang
baik

3. Peningkatan SDM melalui
pelalihan

| Alquran
| 5. kurangnya
pembinaan kader
| Posyandy
| 6. Terdapat kekeliruan
| data siswa berprestasi
| 7. Kurangnya perhatian
l perangkat Deea dalam
mengembangkan SDM
secara berkelanjutan
1. Petugas kebersihan
masih perlu pembinaan
| dalam kesadaran
| kebrsihan kantor
| 2. pengurus Bumdes
baru masih membutuh
kan data dan informasi
dari pengurus Bumdes
sebelumnya
| 3. Kurangnya
pemahaman materi
pelatihan peningktan
SDM

BAB VIII
PENUTUP

7‘Mmmhkmpmbinaa
N B6Caa berkelanjuta J

1. Pembinaan dan
perhatian khusus petugas
kebersihan kantor

2 Mengadakan
pertemuan pengurus
Bumdes lama dan
pengurus Bumdes Baru
3. Membutuhkanpel atihan
peningkatan yg berianjut

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa
Kepala Desa waijib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan
Desa (LKPPD) kepada BPD. Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir

dalam siklus Pengeloalaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok

simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Aikmual Kecamatan Praya .
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Aikmual tahun anggaran

2020 berdasarkan APB Desa | S
Capaian keberhasilan, masalah dan penyelsesaian masalah yang terjadi di Desa

i
2
J.

B. Ucapan terimakasih

Aikmual.
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